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Reinventing Government” (Osborne dan Gaebler,
1992) - Pendekatan Entrepreneurial Government

Berikut adalah narasi akademik dan analisis atas “Ten Principles of
Reinvention” yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted
Gaebler, berdasarkan pendekatan Entrepreneurial Government:

Pendahuluan: Kritik atas Pemerintahan Tradisional

Dalam buku mereka yang berpengaruh “Reinventing Government” (1992),
Osborne dan Gaebler mengkritik cara kerja pemerintahan tradisional
yang dinilai “tinggi, lamban, terlalu tersentralisasi, dan terjebak pada
aturan serta regulasi.” Pemerintah dianggap terlalu fokus mengontrol
proses dan input—dengan berbagai aturan dan prosedur birokratis—
namun melupakan hasil (outcomes) dan kinerja riil. Akibatnya,
lembaga-lembaga publik menjadi kaku, tidak responsif, dan tidak
kompetitif dalam melayani masyarakat.

Sebagai solusi, Osborne dan Gaebler menawarkan konsep
“Entrepreneurial Government”—sebuah pendekatan baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang meniru prinsip-prinsip manajemen
wirausaha (entrepreneurship), fokus pada inovasi, efisiensi, hasil, dan
pelayanan pelanggan.
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Sepuluh Prinsip Pemerintahan Wirausaha (Ten Principles of
Reinvention)

1. Catalytic — Steering rather than rowing

Pemerintah tidak perlu mengerjakan semua pekerjaan secara langsung,
melainkan mengarahkan (steering) dan menjadi katalisator perubahan
sosial dan ekonomi. Misalnya, pemerintah tidak perlu membangun
rumah satu per satu, tetapi dapat menciptakan kebijakan dan insentif
yang mendorong sektor swasta atau komunitas membangun sendiri.

2. Community-Owned - Empowering rather than serving

Pemerintah yang baik bukan hanya melayani, tetapi juga
memberdayakan masyarakat untuk memecahkan masalahnya sendiri.
Contoh: partisipatif budgeting atau musyawarah pembangunan lokal.

3. Competitive - Injecting competition into service delivery

Persaingan internal dan eksternal mendorong peningkatan kualitas.
Layanan publik harus berkompetisi, misalnya dengan swasta atau antar
unit pemerintahan, agar terus inovatif dan efisien.

4. Mission-Driven - Transforming rule-driven organizations

Daripada terobsesi dengan aturan administratif, birokrasi perlu berfokus
pada misi utama: pelayanan publik. Ini berarti memprioritaskan nilai dan
tujuan sosial dibanding sekadar mematuhi prosedur.

5. Results-Oriented - Funding outcomes, not inputs

Pendanaan publik harus berbasis hasil (output/outcome) bukan hanya
input. Misalnya, anggaran pendidikan sebaiknya dikaitkan dengan hasil
pembelajaran siswa, bukan hanya jumlah guru atau ruang kelas.

6. Customer-Driven — Meeting the needs of the customer
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Pemerintah harus mengadopsi orientasi pelanggan layaknya
perusahaan: memahami kebutuhan warga dan merancang layanan yang
mudah diakses, cepat, dan memuaskan.

7. Enterprising — Earning rather than spending

Pemerintah tidak hanya menjadi “pengeluar uang,” tapi juga harus
menghasilkan pendapatan melalui inovasi layanan, kolaborasi dengan
sektor swasta, atau optimalisasi aset publik.

8. Anticipatory - Prevention rather than cure

Alih-alih reaktif, pemerintah perlu bersifat proaktif dan preventif.
Contoh: investasi pada pendidikan, pencegahan kriminalitas, atau
mitigasi bencana lebih efektif ketimbang penanggulangan setelah
terjadi.

9. Decentralized - From hierarchy to participation

Struktur pemerintahan harus lebih desentralistik dan kolaboratif,
dengan mendorong otonomi daerah, pemberdayaan lini bawah, serta
kerjasama lintas sektor dan unit.

10. Market-Oriented - Leveraging change through the market

Pemerintah perlu memanfaatkan kekuatan pasar: melalui privatisasi
selektif, insentif kompetitif, dan regulasi yang menciptakan lingkungan
sehat bagi inovasi pasar.

Aplikasi Konkrit: Dari AS ke Dunia

Model Osborne-Gaebler menginspirasi lahirnya National Performance
Review (NPR) oleh Wakil Presiden AS, Al Gore pada tahun 1994. Ini
menjadi salah satu contoh reformasi administrasi publik berbasis hasil
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dan inovasi yang kemudian diadopsi berbagai negara, termasuk dalam
reformasi birokrasi di Indonesia sejak era reformasi.

Refleksi dan Relevansi untuk Indonesia

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini relevan dengan:
. Reformasi birokrasi berbasis kinerja (performance-based budgeting),
« Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah,
« Penerapan digital government dan e-service (e-KTP, OSS, dll.),

« Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan
publik (misalnya musrenbang).

Namun tantangan utama adalah: bagaimana menciptakan budaya
kerja baru di sektor publik, meningkatkan kapasitas SDM birokrasi,
serta membangun ekosistem kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip
ini secara konsisten.

Kesimpulan

Model Osborne dan Gaebler mendorong perubahan paradigma dari
birokrasi administratif menjadi organisasi publik yang adaptif,
inovatif, dan fokus pada hasil. Ini adalah cerminan dari semangat
reinventing government—yaitu menata ulang fungsi dan struktur
pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tantangan abad ke-21.
Dalam era disrupsi digital dan tuntutan masyarakat yang makin
kompleks, pendekatan ini menjadi kerangka penting untuk reformasi
pemerintahan masa depan.
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[ Glosarium

« Entrepreneurial Government: Pemerintahan dengan karakteristik
inovatif, efisien, dan responsif seperti perusahaan wirausaha.

. Steering vs. Rowing: Memimpin arah kebijakan vs. melakukan
pekerjaan teknis.

« Customer-driven: Layanan berbasis kebutuhan pengguna akhir.

« Outcome-based: Fokus pada hasil akhir, bukan hanya input
proses.

() Daftar Pustaka

« Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How
the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.
Addison-Wesley.

« Kettl, D. F. (2005). The Global Public Management Revolution.
Brookings Institution Press.

« Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). “The New Public Service:
Serving Rather than Steering,” Public Administration Review.

« 12manaqge: Ten Principles of Reinvention
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Berikut penjelasan lanjutan dan pendalaman naratif tentang “Ten
Principles of Reinvention” dari Osborne dan Gaebler, dengan konteks
kontemporer serta refleksi kritis terhadap penerapannya di berbagai
negara, termasuk Indonesia:

@ Mengapa Pemerintah Harus Bertransformasi?

Osborne dan Gaebler memulai dari diagnosis kritis: bahwa model
pemerintahan tradisional—berakar pada pola birokratik Weberian—tidak
lagi relevan untuk menghadapi dunia yang bergerak cepat, kompleks,
dan berbasis inovasi. Pemerintahan konvensional terlalu fokus pada
aturan dan proses, bukan hasil dan nilai tambah. Akibatnya,
pemerintah:

« Kurang responsif terhadap kebutuhan warga,
. Lambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan sosial,
. Sering gagal menciptakan inovasi kebijakan.

Oleh karena itu, mereka mengusulkan perubahan radikal dari model
“government as bureaucratic administrator” menjadi “government as
entrepreneur” — yaitu pemerintah yang belajar dari dunia bisnis
wirausaha, namun tetap menjaga misi publik dan integritas sosial.

w10 Prinsip Osborne-Gaebler: Kontekstualisasi dan Contoh
Aplikasi

1. Catalytic (Katalisator): Mengarahkan, bukan mendayung

Pemerintah tidak harus melakukan semuanya sendiri. la harus
menciptakan kerangka yang memungkinkan aktor lain (swasta,
komunitas, akademisi) untuk berperan aktif.
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Contoh: Pemerintah mendukung startup kesehatan lewat regulasi dan
subsidi, bukan membangun rumah sakit baru sendiri.

2. Community-Owned: Memberdayakan, bukan melayani

Pemerintah harus memampukan warga menjadi bagian dari solusi,
bukan sekadar penerima layanan.

Contoh: Program desa digital atau partisipatif budgeting di beberapa
kota di Jawa dan Bali—mendorong masyarakat merancang anggaran
pembangunan desa sendiri.

3. Competitive: Menyuntikkan kompetisi ke dalam pelayanan publik

Persaingan sehat meningkatkan mutu dan efisiensi.
Contoh: Layanan e-government seperti SIM online, e-KTP, dan e-court
bersaing dalam kecepatan dan kemudahan layanan antar instansi.

4. Mission-Driven: Berbasis misi, bukan aturan

Fokus pada tujuan inti lembaga, bukan kepatuhan prosedural belaka.
Contoh: Pergeseran dalam pendidikan dari input-based (jJumlah guru,
Jjam pelajaran) ke outcome-based (kompetensi siswa, employability).

5. Results-Oriented: Membiayai hasil, bukan input

Ukur kinerja dengan dampak, bukan hanya aktivitas.
Contoh: Dana insentif daerah (DID) berdasarkan capaian kinerja, bukan
hanya jumlah proyek.
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6. Customer-Driven: Pelayanan berbasis kebutuhan pengguna

Rakyat adalah pelanggan, bukan objek.
Contoh: Adanya call center pemerintah (LAPOR!, SP4N, dan chatbot
layanan publik) sebagai bentuk respons terhadap keluhan warga.

7. Enterprising: Menghasilkan, bukan sekadar membelanjakan

Lembaga publik didorong mencari inovasi pendapatan.
Contoh: Kerjasama pemanfaatan aset idle (tanah negara, gedung lama)
melalui skema KPBU atau BUMD komersial.

8. Anticipatory: Mencegah daripada mengobati

Investasi dalam pencegahan jauh lebih murah daripada kuratif.
Contoh: Penguatan mitigasi bencana melalui BNPB, atau early-warning
system untuk banjir dan gempa di beberapa daerah.

9. Decentralized: Desentralisasi dan partisipasi

Wewenang dan tanggung jawab harus dibagi agar lebih dekat dengan
masyarakat.

Contoh: Otonomi daerah pasca reformasi—meskipun masih banyak
tantangan dalam hal kapasitas dan korupsi lokal.

10. Market-Oriented: Menggunakan mekanisme pasar

Bukan berarti semua diprivatisasi, tetapi pasar bisa jadi mitra inovasi.
Contoh: Kartu Prakerja menggunakan platform digital privat (Gojek,
Tokopedia, Ruangguru) untuk penyaluran pelatihan.

10
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Refleksi Kritis: Batasan dan Tantangan Model Osborne-Gaebler
Walaupun inovatif, model ini juga tidak bebas dari kritik:

1. Bahaya terlalu memarketkan sektor publik - Mengadopsi logika
bisnis bisa mengabaikan nilai-nilai sosial (equity, hak warga, dan
pelayanan universal).

2. Risiko ketimpangan digital dan akses — Jika kompetisi tidak
dikontrol, wilayah atau kelompok tertinggal makin terpinggirkan.

3. Tidak semua layanan publik cocok untuk kompetisi — Misalnya,
keamanan dan keadilan tetap harus bersifat monopolistik demi
keadilan dan stabilitas.

¢ Relevansi di Era Digital dan VUCA

Pendekatan Osborne-Gaebler menjadi sangat relevan dalam konteks
disrupsi teknologi, krisis iklim, pandemi, dan dunia yang serba tidak
pasti (VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).
Pemerintah harus:

« Lincah (agile) dan adaptif,
« Mendorong kolaborasi lintas sektor,
. Fokus pada penciptaan nilai publik (public value),

. Tidak hanya efisien, tapi juga transparan dan etis.

[y Tambahan Bacaan dan Referensi limiah
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. Ferlie, E.,, Lynn Jr, L. E,, & Pollitt, C. (Eds.). (2005). The Oxford
Handbook of Public Management.

« Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From Old Public Administration to

New Public Management.
« Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government.

« Lathrop, D. & Ruma, L. (2010). Open Government: Collaboration,
Transparency, and Participation in Practice.

B Penutup dan Aplikasi Modul

Buku saku pelatihan atau modul ajar berdasarkan prinsip ini dapat
disusun untuk:

« Pelatihan ASN dan reformasi birokrasi,
« Pendidikan tata kelola publik di perguruan tinggi,

« Inovasi kebijakan di tingkat lokal dan startup sosial.

12
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MODUL AJAR LENGKAP

Reinventing Government: Prinsip Osborne-Gaebler
dalam Transformasi Birokrasi

1. Pendahuluan
Tujuan Pembelajaran:
« Memahami tantangan birokrasi konvensional.
« Mengidentifikasi prinsip-prinsip entrepreneurial government.

« Menerapkan prinsip reinventing government ke dalam konteks
kelembagaan di Indonesia.

2. Latar Belakang Teoritis

a. Pemerintahan Tradisional:
. Fokus pada proses, prosedur, dan aturan.
« Minim insentif inovasi dan hasil.

b. Pemerintahan Wirausaha (Entrepreneurial Government):
« Osborne & Gaebler (1992), "Reinventing Government".

« Pendekatan manajemen publik berbasis efisiensi, kompetisi, dan
hasil.

3. Sepuluh Prinsip Reinvention (Osborne & Gaebler)

1. Catalytic - Mengarahkan daripada mendayung.

13
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Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan, bukan
pelaksana langsung semua layanan.

2. Community-Owned - Memberdayakan daripada melayani.

Pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan.

3. Competitive - Menyuntikkan kompetisi ke dalam layanan publik.

Pelayanan publik bersaing dalam kualitas dan efisiensi antar lembaga
atau dengan sektor swasta.

4. Mission-Driven - Fokus pada misi, bukan aturan.

Reformasi organisasi untuk berorientasi pada pencapaian tujuan, bukan
kepatuhan prosedural.

5. Results-Oriented — Pendanaan berbasis hasil, bukan input.

Evaluasi berbasis outcome; misal: kualitas pendidikan, bukan jumlah
guru.

6. Customer-Driven - Respons terhadap kebutuhan warga.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang memperhatikan
kepuasan masyarakat.

7. Enterprising — Menghasilkan daripada hanya membelanjakan.

Mendorong kreativitas pendapatan: aset idle, kerjasama KPBU, BUMD
inovatif.

8. Anticipatory - Mencegah daripada mengobati.

Pemerintah proaktif, berfokus pada mitigasi risiko dan perencanaan
jangka panjang.

9. Decentralized — Desentralisasi dan kerja sama tim.

14
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Distribusi wewenang dan keputusan ke tingkat bawah dan lintas sektor.
10. Market-Oriented - Memanfaatkan kekuatan pasar.

Penggunaan mekanisme pasar secara strategis, bukan privatisasi buta.

4. Strategi Implementasi dalam Konteks Indonesia
a. Reformasi Birokrasi Nasional:

« RB Tematik: Kemiskinan, Investasi, Digitalisasi, dan Belanja
APBN/APBD.

« SAKIP dan SMART ASN.
b. Inisiatif Daerah:
« Banyuwangi: pelayanan berbasis digital dan partisipatif.

« DKl Jakarta: JAKI (Jakarta Kini) untuk layanan publik terintegrasi.

5. Aktivitas dan Diskusi Kelas
Studi Kasus:

1. Layanan e-KTP: Apakah sudah customer-driven?

2. Program Desa Wisata: Community-owned atau top-down?
Latihan Simulasi:

Anda adalah Kepala Dinas. Terapkan tiga prinsip Osborne-Gaebler dalam
reformasi layanan perizinan usaha.

6. Evaluasi dan Refleksi

15
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Pertanyaan Reflektif:

« Prinsip mana yang paling sulit diterapkan di instansi Anda?
Mengapa?

. Bagaimana cara membangun budaya kerja yang results-oriented?

Bentuk Evaluasi:
« Kuis pilihan ganda & esai singkat.

. Presentasi kelompok: "Roadmap Reinvention untuk Instansi Publik
X"

7. Penutup dan Tindak Lanjut

« Reinventing Government adalah pendekatan progresif.

. Implementasi perlu leadership visioner, sistem insentif, dan
kapasitas SDM.

8. Glosarium

« Entrepreneurial Government: Pemerintahan bergaya wirausaha.

o Outcome-based: Pendekatan berbasis hasil.

« Catalytic role: Peran sebagai penggerak atau fasilitator.

9. Daftar Pustaka

« Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government.
Addison-Wesley.
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OECD (2005). Modernising Government: The Way Forward.
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Ten Principles
of Reinvention

OSBORNE AND GAEBLER

1. Catalytic

._s_. Steering rather
. % . than rowing

6 Customer-Driven
Meeting the needs
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not the bureaucracy

2. Community-
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Owned

Empowering rather
than serving

7 Enterprising

Earning rather
@ than spending
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3. Competitive
Injecting competition
into service delivery

8 Anticipatory

Prevention rather

o than cure

Mission-Driven
Transforming rule-
driven organizations

@

9 Decentralized

@ From hierarchy towards
~ participation and
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Results-Oriented

Funding outcomes,
not inputs
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10 Market-Oriented

Leveraging change

,Ji through the market
[

OSBORNE AND GAEBLER
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Berikut ini adalah studi kasus lokal Indonesia terkait penerapan prinsip
Entrepreneurial Government Osborne & Gaebler dalam reformasi
pelayanan publik, khususnya berbasis prinsip-prinsip reinvention:

STUDI KASUS LOKAL: REFORMASI PELAYANAN
PUBLIK DI INDONESIA

Judul: Transformasi Pelayanan Publik Kota Banyuwangi: Dari
Birokrasi ke Inovasi

1. Latar Belakang

Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur, sejak kepemimpinan Bupati
Abdullah Azwar Anas (2010-2020), menjadi salah satu contoh
pemerintahan daerah yang berhasil menerapkan semangat
reinventing government. Inovasi pelayanan publik, digitalisasi, dan
pelibatan warga menjadi kunci utama dalam reformasi birokrasi lokal.

2. Masalah Awal
« Layanan publik lambat dan tidak transparan.
« Kepercayaan publik rendah.
« Sistem birokrasi hierarkis dan kaku.

« Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat rendah.

3. Strategi Intervensi

19
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Banyuwangi merancang transformasi dengan menanamkan sepuluh
prinsip Osborne & Gaebler ke dalam kebijakan dan operasional

pemerintahan.

Prinsip Osborne-
Gaebler

Catalytic

Community-
Owned

Competitive

Mission-Driven

Results-Oriented

Customer-Driven

Enterprising

Anticipatory

Decentralized

Implementasi di Banyuwangi

Pemerintah sebagai fasilitator festival, UMKM, dan

pariwisata, bukan operator tunggal.

Musrenbang tematik, pelibatan komunitas seni,
desa adat, dan digital citizen.

Inovasi antar-kecamatan dengan e-kompetisi

pelayanan publik (misalnya, Kecamatan Berinovasi).

Visi “Smart Kampung” menjadi basis semua
program lintas dinas.

Monitoring kinerja berbasis indikator dampak,
bukan sekadar pelaporan kegiatan.

Pelayanan berbasis aplikasi “Smart Kampung”,
“PINTU" (Pelayanan Terpadu Umum).

Wisata desa sebagai sumber pendapatan daerah
dan lapangan kerja warga.

Program kesehatan preventif, edukasi ibu hamil,
hingga early warning bencana.

Otonomi desa dalam pengelolaan program
pembangunan dan pelayanan dasar.

20
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Prinsip Osborne-

Gaebler Implementasi di Banyuwangi

Pariwisata digital dan ekosistem bisnis berbasis
market insight (e-commerce, big data).

Market-Oriented
4. Hasil dan Dampak

« Banyuwangi memperoleh 50+ penghargaan nasional dan
internasional (UNWTO, Kemenpan-RB, dll).

« Meningkatnya kepuasan publik dan indeks pelayanan.

« Penurunan angka kemiskinan dari 20% menjadi <8% dalam satu
dekade.

« Model “Smart Kampung” direplikasi oleh daerah lain.

5. Tantangan Implementasi
 Resistensi internal dari ASN senior terhadap budaya kerja baru.
« Kesenjangan digital di desa terpencil.

« Kebutuhan pelatihan SDM berkelanjutan agar adaptif terhadap
inovasi.

6. Refleksi dan Pembelajaran

« Prinsip Osborne-Gaebler terbukti relevan dan kontekstual di
Indonesia, namun perlu:

o Dukungan politik yang kuat (strong leadership),

21
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o Sistem insentif ASN berbasis kinerja,

o Kemitraan multipihak (pentahelix: pemerintah, swasta,
akademisi, masyarakat, media).

I Pertanyaan Diskusi untuk Pelatihan:

1. Apa kelebihan dan kekurangan dari model “Smart Kampung” di
Banyuwangi?

2. Bagaimana mengatasi resistensi budaya kerja birokratis saat
mendorong prinsip mission-driven dan result-oriented?

3. Jika Anda kepala daerah, prinsip Osborne-Gaebler mana yang akan
Anda prioritaskan untuk tahun pertama?

Rekomendasi Pengembangan
Modul ini dapat diperluas dengan:
« Simulasi reformasi pelayanan publik untuk kabupaten fiktif.

« Latihan penilaian kinerja berbasis outcome (misalnya: pengukuran
kepuasan warga).

« Studi banding daerah lain (Misal: Makassar, Jabar Digital Service,
Solo, Surabaya).

22
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Berikut adalah Glosarium untuk mendampingi modul “Reinventing
Government: Pemerintahan Wirausaha di Era Disrupsi”.

I Glosarium Istilah Kunci Osborne & Gaebler

Istilah

Reinventing
Government

Entrepreneurial
Government

Catalytic Role

Community-Owned

Competitive
Governance

Definisi

Pendekatan pembaruan pemerintahan dengan
prinsip wirausaha, fokus pada hasil, inovasi, dan
efisiensi layanan publik.

Pemerintah yang berpikir dan bertindak seperti
wirausaha: fleksibel, adaptif, mencari nilai tambah,
dan menciptakan solusi inovatif.

Peran pemerintah sebagai pengarah strategi,
bukan pelaksana teknis—memfasilitasi daripada
menjalankan sendiri.

Model pemerintahan yang memberikan ruang
besar pada partisipasi aktif masyarakat dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintahan yang memperkenalkan unsur
kompetisi sehat untuk meningkatkan kualitas dan
efisiensi pelayanan publik.
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Istilah

Mission-Driven

Results-Oriented

Customer-Driven
Government

Enterprising State

Anticipatory
Governance

Decentralization

Market-Oriented

Smart Governance

1992) — Pendekatan Entrepreneurial Government

Definisi

Fokus organisasi publik pada misi utama atau
dampak sosial, bukan hanya pada kepatuhan
terhadap peraturan.

Paradigma pengelolaan berbasis hasil (outcome),
bukan sekadar aktivitas (output) atau input
anggaran.

Pemerintahan yang memprioritaskan kebutuhan
warga sebagai pelanggan layanan, dan bukan
sekadar pelaksana regulasi.

Pemerintahan yang tidak hanya menghabiskan
anggaran, tetapi juga mengelola sumber daya
secara inovatif untuk menciptakan pendapatan.

Pemerintahan yang bersifat proaktif,
mengantisipasi masalah sebelum terjadi melalui
analisis tren dan mitigasi risiko.

Pelimpahan wewenang dari pusat ke unit-unit
pemerintahan yang lebih kecil, seperti daerah,
desa, atau unit layanan.

Pendekatan kebijakan yang memanfaatkan
mekanisme pasar (kompetisi, privatisasi, PPP)
untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.

Penggunaan teknologi informasi untuk
mempercepat, mempermudah, dan
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Istilah Definisi

meningkatkan transparansi layanan
pemerintahan.

Teori reformasi administrasi publik yang
menekankan efisiensi, kinerja, dan pengaruh
praktik manajemen sektor swasta.

New Public
Management (NPM)

Konsep bahwa organisasi publik harus
menciptakan nilai tambah nyata bagi masyarakat,
melampaui sekadar menjalankan tugas
administratif.

Public Value
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Berikut bagian Refleksi dan Diskusi yang dirancang untuk melengkapi
modul “Reinventing Government: Pemerintahan Wirausaha di Era
Disrupsi”. Bagian ini berguna untuk melatih daya kritis, kemampuan
analitis, dan penerapan prinsip Osborne & Gaebler dalam konteks nyata,
baik untuk pelatihan birokrasi maupun pengajaran di tingkat perguruan

tinggi.

L] REFLEKSI DAN DISKUSI

$® A. Pertanyaan Refleksi Individu

1. Apa perbedaan mendasar antara birokrasi tradisional dengan
model pemerintahan wirausaha?

o Renungkan dari sisi cara kerja, pengambilan keputusan, dan
orientasi hasil.

2. Prinsip manakah dari sepuluh prinsip Osborne-Gaebler yang
paling sesuai dengan konteks instansi atau daerah tempat
Anda bekerja/mengajar? Mengapa?

3. Apakah organisasi Anda lebih fokus pada input, proses, atau
hasil (outcome)? Bagaimana Anda menilai efektivitasnya?

4. Pernahkah Anda mengalami resistensi perubahan di dalam
birokrasi? Bagaimana Anda menanggapinya dan apa pelajaran
yang bisa diambil?

5. Bagaimana peran Anda sebagai agen perubahan (change
agent) dalam mewujudkan reinventing government di
lingkungan kerja Anda?
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28 B. Diskusi Kelompok (Studi Kasus dan Analisis)
Kasus 1: e-KTP dan Layanan Dukcapil

Layanan e-KTP di banyak daerah masih menghadapi antrean panjang,
sistem offline, dan keterbatasan SDM.

Diskusikan:
« Apakah layanan ini sudah “customer-driven”?

« Bagaimana penerapan prinsip results-oriented dan anticipatory bisa
memperbaiki sistem ini?

Kasus 2: Program Desa Digital di Jawa Barat

Beberapa desa mengembangkan platform digital untuk pelayanan surat,
pelaporan warga, dan pengembangan UMKM.

Diskusikan:

« Apakah ini mencerminkan prinsip community-owned dan
decentralized?

. Tantangan apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya?

Kasus 3: Inovasi Layanan di DKI Jakarta (JAKI App)
Pemprov DKI mengembangkan JAKI sebagai super-app layanan publik.
Diskusikan:

« Apakah pendekatan ini lebih market-oriented atau mission-driven?
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. Bagaimana menjamin bahwa semua warga (termasuk lansia, warga
miskin) tetap dapat mengakses layanan?

C. Tantangan Kritis

1. Apakah semua prinsip Osborne-Gaebler cocok diterapkan di
sektor publik Indonesia yang kompleks dan majemuk?

2. Bagaimana menghindari jebakan “privatisasi berlebihan”
dalam semangat market-oriented government?

3. Apa dampak etis dari menjadikan warga sebagai “pelanggan
layanan”? Apakah itu mereduksi peran pemerintah sebagai
pelindung hak warga?

@ Metode Pelaksanaan Refleksi

Metode Deskripsi

Jurnal Refleksi Tiap peserta menulis pengalaman dan ide penerapan
Pribadi prinsip dalam lingkungan kerja mereka.

Fishbowl Format diskusi terbuka, satu kelompok berdiskusi
Discussion sementara lainnya mengamati dan mencatat insight.
Debat Tim pro dan kontra terhadap pertanyaan: “Pemerintah
Terstruktur sebaiknya dijalankan seperti perusahaan.”

Role-play Peserta mensimulasikan pengambilan keputusan
Simulation sebagai kepala dinas dalam reformasi layanan publik.

¥k Kesimpulan Reflektif
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Reinventing government bukan sekadar reformasi administratif,
melainkan pergeseran paradigma: dari compliance-based governance
menuju value-based public service. Oleh karena itu, refleksi dan diskusi
sangat penting untuk membangun pemahaman mendalam dan sikap
kritis dalam menghadapi realitas birokrasi yang dinamis.
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Berikut adalah Daftar Pustaka yang menyertai modul “Reinventing
Government: Pemerintahan Wirausaha di Era Disrupsi”, mencakup
literatur utama, referensi akademik pendukung, serta sumber lokal dan
internasional untuk memperkaya wawasan peserta pelatihan maupun
dosen pengampu:

[ DAFTAR PUSTAKA

Il Referensi Utama:

1. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How
the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading,
MA: Addison-Wesley.

2. Osborne, D., & Hutchinson, P. (2004). The Price of Government:
Getting the Results We Need in an Age of Permanent Fiscal Crisis.
Basic Books.

I Literatur Pendukung Internasional:

3. Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service:
Serving Rather Than Steering. Public Administration Review, 60(6),
549-559.
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4. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public
Administration, 69(1), 3-19.

5. Dunleavy, P., & Hood, C. (1994). From Old Public Administration to
New Public Management. Public Money & Management, 14(3), 9-
16.

6. OECD. (2005). Modernising Government: The Way Forward. Paris:
Organisation for Economic Co-operation and Development.

7. Kettl, D. F. (2005). The Global Public Management Revolution.
Washington D.C.: Brookings Institution Press.

I Sumber Indonesia dan Kontekstualisasi Lokal:

8. LAN RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia). (2023).
Modul Reformasi Birokrasi Nasional.

9. Kementerian PAN-RB. (2021). RB Tematik: Akselerasi Reformasi
Birokrasi Berdampak.

10. Bappenas. (2020). Indonesia Vision 2045: Strategi
Transformasi Pelayanan Publik dan Digital Government.

11. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2020). Laporan Inovasi
Daerah: Smart Kampung dan Transformasi Pelayanan.

12. UNDP Indonesia. (2019). Innovative Public Service Delivery in
Local Governments: Lessons from Indonesia.
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I Sumber Online dan Platform Edukasi:

13. 12Manage. (2024). Ten Principles of Reinvention — Osborne &
Gaebler. Diakses dari:

https://www.12manage.com/methods osborne ten principles rein
vention.html

14. World Bank. (2022). Improving Service Delivery in Developing
Countries: Innovations from the Field.

15. Kompas.com & Tempo.co. (2020-2024). Berita dan artikel
reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan digital di Indonesia.

Il Rekomendasi Bacaan Tambahan:

16. Svara, J. H. (2006). The Search for Meaning in Political-

Administrative Relations in Local Government. International Journal
of Public Administration.

17. Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open Government:

Collaboration, Transparency, and Participation in Practice. O'Reilly
Media.

18. Christenson, J. A., & Robinson, J. W. (1989). Community
Development in Perspective. lowa State University Press.

Berikut tambahan Daftar Pustaka Terbaru dari jurnal terindeks Scopus

dan DOAJ, sesuai permintaan Bapak, untuk memperkaya modul dan
mendukung studi akademik lanjutan:
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Sumber dari Jurnal Terindeks Scopus / DOAJ
1. Funko etal. (2023)

Public Sector Entrepreneurship: Present State and Research Agenda
Review literatur di jurnal Public Sector, MDPI. Menjabarkan definisi,
dimensi, teori, dan determinan dalam public sector entrepreneurship—
konsep yang sangat relevan dengan prinsip entrepreneurial government
Osborne & Gaebler (mdpi.com).

2. Afrijal, Herizal, Yanza, dkk. (2024)

Realization of Competitive Government Bureaucracy Through the
Reinventing Government Approach

Artikel di Journal of Social Politics and Governance (JSPG, DOI:
10.24076/jspg.v6i1.1609) membahas implementasi prinsip competitive
governance di birokrasi Indonesia, menyoroti pentingnya daya saing dan
kinerja aparatur secara sistematis (devjurnal.amikom.ac.id).

3. Vivona etal. (2024)

Dimuat dalam review Funko etal., menambahkan tiga dimensi kunci
dalam public sector entrepreneurship—renewal, resilience, dan
resourcefulness—yang memperkaya perspektif Osborne & Gaebler dalam
konteks modern (mdpi.com).

4. Linnaker & Runeson (2022)

Collaboration in Open Government Data Ecosystems

Sebuah studi DOAJ/Scopus yang menunjukkan bagaimana pemerintah
bertindak sebagai platform provider dalam open innovation, sangat
selaras dengan prinsip catalytic dan community-owned (arxiv.org).
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/. Daftar Pustaka Tambahan dengan Format Akademik

19. Funko, L., etal. (2023). Public Sector Entrepreneurship: Present
State and Research Agenda.Public Sector, MDPI.

20. Afrijal, A., Herizal, Y., Yanza, F., Helmi, H., etal. (2024).
Realization of Competitive Government Bureaucracy Through the
Reinventing Government Approach.Journal of Social Politics and
Governance, 6(1), 1-12. DOI: 10.24076/jspg.v6i1.1609

21. Vivona, M., etal. (2024). Dimensions of Public Sector
Entrepreneurship: Renewal, Resilience, Resourcefulness. Dalam Funko

etal. (2023).

22. Linnaker, J., & Runeson, P. (2022). Collaboration in Open
Government Data Ecosystems: Open Cross-sector Sharing and
Co-development of Data and Software. Open Access Journal, arXiv
preprint (mdpi.com, devjurnal.amikom.ac.id, arxiv.org)

Kenapa Sumber Ini Relevan?

« Funko etal. (2023): Menyediakan kerangka teoretis terbaru untuk
memahami entrepreneurship di sektor publik, sejajar dengan
prinsip enterprising dan mission-driven.

« Afrijal etal. (2024): Studi empiris di Indonesia—menghubungkan
teori Osborne-Gaebler dengan praktik nyata dalam birokrasi
nasional.
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. Vivona etal. (2024): Menyempurnakan dimensi entrepreneurship

publik; membantu mendesain indikator monitoring untuk modul
pelatihan.

« Linnaker & Runeson (2022): Contoh konkret open government—

mendukung strategi digital government dan prinsip catalytic serta
community-owned.

Kopilot Artikel ini: Tanggal akses: 17 Juni 2025 Prompting oleh Rudy C

Tarumingkeng — Akun Penulis https://chatgpt.com/c/6850e277-32d4-
8013-baa0-65995667d343
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